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Nomor 0084/Pdt.G/2017/PA. Tmk
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUMANAN YANG MAHA ESA

Pengadiian Agama Kota Tasikmaiaya yang memeriksa dan mengadiii
perkara tertentu pada tingkat pertama daiam sidang majeiis teiah menjatuhian

putusan perkara cerai gugat antara:

I o 57 iahun, agama isiam,
kediaman di Cikalang Tengah RT.01 RW. 14 Keiurahan
Cikalang Kecamatan Tawang Kota [|asikmalaya, dalam hal ini
memberikan kuasa khusus kepada ANDRI SAPUTRA, S.H.,,
Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Perum Bumi
Tamansari Permai RT. 03 RW.09 Kel. Sukahurip Kec.
lamansari Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus
tanggal 10 Januari 2017 yang telah didafiar daiam Register
2017,sebagai Penggugat;

meiawan

agama isiam, pekerjaan Wiraswasta, , tempai kediaman di
Cikalang Tengah RT.01 RW. 14 Kelurahan Cikalang

Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, sebagal Tergugat,

Pengadilan Agama tersebut;

i elah mempelajar berkas perkara;

Teiah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa Dbukii-bukii di
persidangan;

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggai 12 Januari 2017
telah mengajukan gugaian cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan
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Pengadiian Agama Kota Tasikmaiaya dengan Nomor

0UB4/Pdt.G/2017/PA. Tmk, tanggai 13 Januari 2017, dengan daiii-daiii sebagai

berikut:

1.

Bahwa, pada han Selasa, tanggal 8 Juli 1975 M, atau bertepatan dengan
tanggai 28-11-1395 H, Penggugat teiah meiangsungkan pernikahannya
dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur sebagaimana
ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 203/1975;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pernah merasakan kehidupan rumah
tangga yang rukun dan bahagia yaitu kurang iebin 35 tahun, dan sekarang
teiah dikaruniai iima orang anak;

Bahwa, akan tefapi daiam kehidupan rumah tangga seianjuinya pada
sekitar awal tahun 2010 M kehidupan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat mulai goyah atau tidak harmonis, dan terjadi perselisinan yang
ferus menerus yang disebabkan Tergugat sudan tidak memberikan nafikah
ianhir dan bathin kepada Penggugat;

Bahwa, akibat perbuatan Tergugat tersebut antara Penggugat dan
Tergugat telah pisah rumah sampail dengan sekarang (iebih kurang 8
buian);

Bahwa, tujuan dari suatu perkawinan sesuai dengan Pasai i UU No. 1
tahun 1974 tentang Perkawinan adaiah untuk membangun suatu keiuarga
yang harmonis yang harus dibina bersama antara Penggugat dengan
Tergugat, akan fetapi hai iiu sudah tidak bisa dicapai iagi sehingga jaian
satu-satunya penyeiesaian terakhir dan terbaik untuk kedua beiah pinak
adaiah Perceraian;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka cukup beralasan kiranya
bagi Penggugat uniuk mengajukan Perceraian ini di Pengadiian Agama
Kota Tasikmaiaya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Kota lasikmalaya berkenan memeriksa, mengadili,

dan menjatunkan putusan daiam perkara ini sebagai berikut :

1.

Menerima dan mengabuikan gugatan Penggugat;
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Z. Menjatuhkan Thaiak 1 (saiu) Ba'in Sughro Tergugat (Ade Abdui iutoiib
alias A. Abd. Mutolib bin Enjoh) kepada Penggugat (Komaiasari binti Adang
Suhendi);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau mohon putusan yang seadii-adiinya.

Bahwa daiam perkara aquo, Penggugat teiah menguasakan kepada
kuasa hukum ANDRI SAPUTRA, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang
mengambil domisili di Perum Bumi famansari Permai R1. 03 RW.09 Kel.
Sukahurip Kec. Tamansari Kota Tasikmaiaya berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggai 10 Januari 2017, dan teiah terdaftar di Kepaniteraan
Fengadiian Agama Kota Tasikmaiaya dengan Nomor

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut
diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenai Advokat (KTPA) yang
bersangikuian;

Bahwa pada hari sidang yang ieiah ditetapkan Penggugat diwaikiii
Kuasanya teiah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat
tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang iain untuk
menghadap sebagai wakii/kuasa hukumnya meskipun teiah dipanggii secara
resmi dan patui, sedangkan tidak fernyata bahwa tidak datangnya itu
disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya
agar berpikir uniuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Kuasa Penggugai
tetap pada daiii-daiii gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimuiai pemeriksaan dengan membacakan surat gugaian
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertanankan oieh Kuasa
Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Kuasa Penggugat telah
mengajukan aiai-aiat bukti berupa:

A. Surat:

(Penggugat) Nomor 32780360116000007 1anggal 26-08-2012 yang

Haiaman 3 dari 14 haiaman, Putusan Nomor G084/Pdr.G/201 7/FA. T mk.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Disclaimer

dikeiuarkan oieh Kantor Pemeriniah Koia Tasikmaiaya, Bukii surat
tersebut teiah diberi meterai cukup dan teiah dicocokkan dengan asiinya
yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 203/1975 langgal 26-08-2012
yang dikeiuarkan oieh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warung
Kondang Kabupaten Cianjur, Bukti surat tersebut teiah diberi meterai
cukup dan ieiah dicocokkan dengan asiinya yang ternyaia sesuai, diberi

ianda P.Z;

B. Saksi:

2

MAMAT RUHIMAT bin ENCU SAMSU, umur 53 tahun, agama isiam,

pekerjaan buruh, tempai kediaman di Kp. Tugusirna RT. 01 RwW. 05,

Kejuranan Tugujaya, Kecamaian Cihideung, Kota Tasikmaiaya,

dibawah sumpanhnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenai Penggugat dan Tergugat dan memiliki
nubungan dengan Penggugat sebagai adik sepupu;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugai menikah pada
08 Juii 1975;

- Bahwa, saksl mengetahul antara Penggugat dan Tergugat dan
dikaruniai 5 orang anak;

- Bahwa, saksi mengeianui keadaan ruman tangga Penggugat dan
Tergugat pada awainya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang
lebih sejak Januari 2015, sudah tidak rukun lagi sering terjadi
pertengkaran;

- Bahwa, perseiisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
tersebut diiihat dan didengar iangsung sebanyak 2 kaii;

- Bahwa, saksi mengetahur yang menjadi penyebab ketidak
harmonisan ruman tangga Penggugai dan Tergugat disebabkan
karena masaiah ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkan
kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima dengan
keadaan tersebut;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudan
pisah ruman sejak Z tahun iamanya sampai dengan sekarang dan
sudan tidak bersatu iagi;
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Bahwa, baik saksi maupun pihak keiuarga sudah berusaha
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasii;
Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah ftidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan
tidak ada harapan dapat bersaiu iagi sehingga iebih baik bercerai;

2. YANI SURYANI binti EMUH, umur 48 tahun, agama Isiam, pekerjaan

mengurus rumah tangga, fempat kediaman di Jaian Hanura Kp.

Cikiara RT. 01 RW.11, Keiurahan Pangiayungan, Kecamatan Cipedes,

Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan

sebagai berikut:

Disclaimer

hubungan dengan Penggugat sebagai keponakan;

Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adaiah suami
ister yang sah yang menikah pada 08 Juli 19/5:

Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan
‘Tergugat dan dikaruniai 5 orang anak;

Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perseiisihan dan
pertengkaran Januari 2015 yang mengakibatkan antara
Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumanh sejak 2 tahun
lamanya sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara
Penggugat dan lergugat tidak pernah bersatu lagi;

Bahwa, perseiisinan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisinan dan
pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena
masaiah ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkan kepada
Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima dengan keadaan
tersebut;

Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasii;
Bahwa, saksi sudah tidak sanggup iagi merukunkan Penggugat
dan Tergugat karena sudah suiit dirukunkan dan sudah tidak ada
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harapan dapat bersatu lagi dan meiihat keadaan rumah tangganya
iebih baik bercerat;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan kesimpuian yang
pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan
funtutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hai yang
termuai daiam berita acara sidang ini merupakan bagian yang ftidak
terpisankan dari puiusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adaian
sebagaimana terurai di aias;

Menimbang, bahwa WMajeiis Hakim teiah memeriksa Surat Kuasa
Khusus Penggugat tertanggai 10 Januari 2017, yang teiah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmaiaya dengan Nomor
0094/Reg.K/2016/PA.TmkK. tanggai 113 danuari 2017, ternyaia teiah sesuai
dengan ketentuan Pasai 123 HiR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Ri
Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim teiah
pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat,
dan iernyata ieiah sesuai dengan Ketentuan Pasai 30 Undang-undang Nomor
i8 Tahun 2003 teniang Advokai, oieh karena itu Majeiis Hakim harus
menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan
hukun yang sah sehingga Majells Hakim dapat menerima dan memberi 1zin
kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara daiam perkara aquo;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggii secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan puia tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugai yang dipanggii secara resmi dan patut
sesuai ketentuan Pasai 26 ayat (i) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oieh karena itu, maka puiusan atas perkara ini
dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

iMienimbang, bahwa sesuai dengan Pasai 39 Undang-undang Nomor i
Tahun 1974, jo. Pasai 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana
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telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir
diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasai 115
Kompiiasi Hukum Islam, Majeils Hakim pada setiap kaii persidangan teiah
berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar
bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak
berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

ivienimbang, bahwa oien karena Tergugai ftidak pernan hadir di
persidangan daiam perkara aquo, maka Majeiis tidak dapai memerintahkan
para pihak untuk meiaksanakan mediasi karena saiah satu syarat agar mediasi
dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adaiah harus hadir di persidangan
sebagaimana maksud pasai 4 ayat (2) huruf b Peraturan iMahkamah Agung
Repubiik indonesia Nomor i tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadiian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasai 125 ayat (1) HIR.
yaitu puiusan yang dijatuhikan tanpa hadirnya Tergugat dapai dikabuikan
sepanjang berdasarkan hukum dan Deraiasan, oieh karena itu maijeiis
membebani Penggugat untuk membuktikan daiii-dalii gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan daiii-daiii gugatannya,
Penggugat teiah mengajukan aiat bukti surat .1, P.Z seria dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukii P.7 (Fotokopi Kariu Tanda Penduduk) yang
merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bemazegelen dan cocok
dengan aslinya, 1sI bukti tersebut menjelaskan mengenal agama dan tempat
finggai Penggugat, sehingga sejaian dengan keientuan Pasai 165 HiR bukti
tersebut teiah memenunhi syarat formai dan materiii, serta mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat (voiledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akia oteniik, feiah bermeierai cukup, bemazegeien dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjeiaskan mengenai hubungan Penggugat
dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasali
165 HIR bukti tersebut telan memenuhi syarat formal dan materil, serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (voiiedig en
bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasai 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintan Nomor § Tahun 1975, Majeiis Hakim periu mendapatkan
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keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami
Isteri itu tentang adanya perseiisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat,

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah keluarga atau orang
dekat Penggugai dan atau Tergugai sesuai dengan Pasai 22 ayai (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum
Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga
memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e
HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai hubungan
Fenggugat dan Tergugat seria mengenai keadaan rumah tangga Penggugat
kaii dan reievan dengan daiil yang harus dibukiikan oieh Penggugat, oieh
karena itu keterangan saksl tersebut telah memenuhi syarat materii
sebagaimana ieiah diatur daiam Pasai 171 HiR sehingga keterangan saisi
tersebut memiiiki kekuaian pembuktian dan dapat diterima sebagai aiat bukii;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugai, adalah keiuarga atau orang
dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasai 134 Kompiiasi Hukum
islam. Saksi Z Penggugat, sudan dewasa dan sudah disumpah, sehingga
memenuhi syarat formal sebagaimana diatur daiam Pasai 145 ayat i angka 3e
HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Z Penggugai mengenai hubungan
Penggugat dan Tergugat seria mengenai keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat, adalah fakta yang pernah diiihat dan didengar iangsung
sebanyak 2 Kkall dan relevan dengan daiii yang harus dibuktikan oleh
FPenggugat, oieh karena iiu keterangan saksi tersebut teiah memenuni syarat
materiil sebagaimana teiah diatur daiam Pasai 171 HiR sehingga keterangan
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat
bukti;

Menimbang, bahwa keierangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang iain oieh karena itu
Keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasai 171 dan Pasal 172 HiR;
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iMienimbang, bahwa berdasarkan bukii P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2

Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Iisiam dan Penggugat
bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah
pada tanggai 08 Juil 1975 di Kecamatan VWarung Kondang Kabupaten
Cianjur,

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
dan dikaruniai 5 orang anak;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Januari 2015
hingga saat ini sudah tidak rukun iagi sering berseiisin dan beriengkar;

5. Bahwa perseiisinan dan periengkaran aniara Penggugai dan Tergugai
disebabkan karena masaiah ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah
kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima dengan keadaan
tersebut;

6. Bahwa akibat perseiisinan dan periengkaran itersebui aniara Penggugai
dan Tergugat sudah pisah ruman sejak sejak 2 tahun lamanya dan seiama
itu puia keduanya tidak pernah berkumpui iagi dan tidak meiaksanakan hak
dan kewajibannya masing-masing sebagaimana iayaknya suami isteri,

~l

Bahwa, baik majeiis hakim daiam persidangan, maupun pihak keiuarga
Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan
lergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk
merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasii, karena
Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

oo

Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup iagi untuk merukunkan Penggugat
dan lergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan lergugat
dan sudah fidak ada harapan iagi keduanya dapai rukun daiam ruman
tangga;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:
i. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama isiam dan Penggugat
bertempat tinggai di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmaiaya;
C 2. Bahwa Penggugat dengan Tergugai adalah pasangan suami isteri yang
sah;
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3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugai sudan fidak ruiun,
teiah terjadi perselisinan dan pertengkaran yang terus menerus;

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimai untuk merukunkan Penggugat dan
lergugat, akan tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugai ieiah pecah (marriage
breakdown) sehingga ruman tangga antara Penggugat dengan Tergugat
sudah fidak ada harapan untuk diperianankan iagi (onheef baar tweespai);

6. Bahwa aiasan perceraian Penggugati iidak disebabkan suaiu perbuatan
yang meiawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat
mengkonsiituir sebagai berikut:

i. Bahwa Penggugai dan Tergugai beragama isiam dan Penggugat
bertempat tinggai di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmaiaya,
maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasai /3 ayat
(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubanh dengan
Undang-undang Nomor 3 Tanun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasai 63 ayat (1) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasai 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasai 132 ayat (1) Kompiiasi Hukum isiam,
perkara ini merupakan kompeiensi reiaiif Pengadiian Agama Koia
Tasikmaiaya,

2. Bahwa Penggugat dengan lergugat adaiah suami isteri yang sah dan
beium pernan terjadi perceraian menurui hukum dan perundang-undangan
yang beriaku sesuai dengan Fasai 2 Undang-undang Nomor i Tahun 1974
tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan
kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam
perkara ini (persona siandi in judicioj, dan perkara ini menjadi kompetensi
absoiut Pengadiian Agama;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan teiah
terjadi perselisinan dan pertengkaran yang terus menerus;

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimai untuk merukunkan Penggugat dan

Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk

bercerai dengan Tergugat, maka hai ini menandakan bahwa teian terdapat

kebencian yang memuncak dari Penggugat ternadap Tergugai, dan oieh
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Disclaimer
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karenanya Majeiis Hakim sependapat dan mengambii aiih pendapat anii
fikin dalam kitab Al-igna juz Ii halaman 133 yag dijadikan sebagai pendapat
Majelis sebagai berikut:

aills u.mm" 3l 4-;}19 Cﬂm LQA. 3}1 5.}353&3:1& Jpe ALl \‘3‘3;

Artinya: “Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya,
maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak
satu;
Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan
uniuk dipertanankan iagi (onheei baar iweespaii), sehingga tujuan
pernikanan uniuk membina keiuarga Sakinah, mawadah, warohmah
sebagaimana dimaksud Pasai 1 Undang-undang Nomor i Tahun 1974, jo.
Pasal 3 Kompilasi Hukum Isiam dan sebagaimana dimaksudkan ai Quran
Surat ar Rum [30] ayai 21, teiah tidak terwujud;
bahwa memaksakan uniuk memperitanankan kondisi rumah tangga
Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk
dipertahankan iagi, akan menimbuikan mafsadat yang iebih besar dari pada
manfaainya, padahai menoiak mafsadat diutamakan daripada mengharap
masiahat, sesuai dengan Qoidan Figiyan;
rllaadl Gla Ao adla suldal) ¢y

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”
Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun,
teiah terjadi perseiisinan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum
tersebut ieiah memenuhi aiasan perceraian sebagaimana diaiur daiam
Pasai 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasai 116
hurut (f) Kompiiasi Hukum isiam, sehingga gugatan Penggugat patut uniuk
dikabuikan;
Bahwa aiasan perceraian Penggugat iidak disebabkan suaiu perbuatan
HIR gugatan Penggugat dapat dikabuikan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat teiah

bergaui sebagaimana iayaknya suami isteri (ba'da dukhui), dan berdasarkan
catatan perubanan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat beium
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr 1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

pernan bercerai, oieh Karena itu taiak Tergugat ternadap Penggugat yang akan
dijatuhkan adaiah taiak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasai 119
ayat (2), hurui ¢, Kompiiasi Hukum isiam, majeiis akan mengabuikan gugatan
Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'n sughra dan [ergugat
terhadap Penggugai;

Menimbang bahwa taiak satu ba’in sughra merupakan taiak yang
dijatuhkan oileh Hakim atas perminiaan seorang isieri, yang mana akibat
hukum dari {aiak saiu ba’in sughra adaiah aniara suami dan isieri tidak dapat
hidup bersama kembaii, terkecuaii dengan akad nikah yang baru;

Memmbang, bahwa berdasarkan Pasai 84 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana feiah diubah dengan Undang-undang iNomor 3
Tahun 206 dan perubanan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadiian Agama Kofa
Tasikmalaya diperintahkan untuk mengirimkan saiinan putusan yang teiah
berkekuaian hukum ietap kepada Pegawai Pencatai Nikah Kantor Urusan
Agama dimana Penggugat dan Tergugai bertempat iinggai dan kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di fempat perikawinan
Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

iMenimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasai 89 ayai (i) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana teiah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradiian Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

iMenimbang, bahwa berdasarkan periimbangan-pertiimbangan tersebut
diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpuian yang pada
pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasai daiam peraturan perundang-undangan dan
hukum isiam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabuikan gugatan Penggugat dengan verstek
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3. Menjatuhkan taiak satu ba’in sughro Tergugat _
—-{) terhadap Penggugat _
I

4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Kota 1asikmalaya
untuk mengirimkan saiinan putusan ini yang teiah berikekuatan huikum
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Tawang Koia Tasikmaiaya dan Pegawai Pencatat Nikah Kanior Urusan
Agama Kecamaian Warung Kondang Kabupaien Cianjur, uniuk dicatat
daiam daftar yang tersedia untuk iiu ;

5. Membebankan kepada #Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumian Rp. 381000,- (tiga raius deiapan puiuh saiu ribu rupian);

Demikian diputuskan daiam rapat permusyawaraian iMajeiis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Senin tanggai 19 Juni 2017 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 25 Ramadan 1438 Hyryah, oleh kami Lia Yuiiasih, S.Ag.
sebagai Keiua iviajelis, Elis Mariiani, S.Ag., MH. dan Toha Marup, S.Ag., MA.
masing-masing sebagai Hakim Anggoia, puiusan tersebui diucapkan daiam

. sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, cien Ketua Majelis tersebut

dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oieh Yayah

Yuiianti, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti seria dihadiri oien Kuasa

Penggugati tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim/Anggota Ketua iajeiis

Elis Mariiani, S.Ag., MH. "uliasih, S.Ag.

Hakim Anggota

Halaman i3 dari 14 haiaman, Putusan Nomor 0G84/Pdt.G/2617/FA. imk.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr 1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Hal an 13
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) alam




Perincian Biaya:

. Pendartaran

-

. Proses
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. Panggian
. Redaisi
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. materai

[&]]
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Rp.

Panitera Pengganti

Yayan Yuiianti, S.Ag.

381.000,-

(hoa ratus deiapan pufuh satu nbu rupiah)
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